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PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

 

INFO JUDICIAL REVIEW 
(Resume Ketetapan Penarikan Kembali Perkara Pengujian Undang-Undang 

Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi) 

 

KETETAPAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVIII/2020 

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG 

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, 

BUPATI DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG 

TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  

REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 

 
29 SEPTEMBER 2020 

 

 

A. PENDAHULUAN 

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, pukul 10.28 WIB, Mahkamah 

Konstitusi telah memutus dalam Sidang Pengucapan Ketetapan Pengujian Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pilkada) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 

1945) dalam Perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020. Dalam Sidang Pengucapan 

Ketetapan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2020 perwakilan DPR RI dihadiri oleh 

Pejabat dan Pegawai di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Sekretariat 

Jenderal DPR RI.  

 

B. PEMOHON 
Bahwa permohonan pengujian UU Pemilukada dalam perkara Nomor 70/PUU-

XVIII/2020 diajukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Solo Peduli 

Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani dan Almas Tsaqibirru 

RE A, Tresno Subagyo, Johan Syafaat Mahanani, dan Almas Tsaqibirru RE A yang 

memberikan Kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., dkk, untuk selanjutnya 

disebut sebagai Pemohon. 
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C. PASAL/AYAT UU PILKADA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian terhadap Pasal 7 

ayat (2). Bahwa pasal UU a quo selengkapnya berketentuan sebagai berikut : 

 

Pasal 7 ayat (2) 

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, 

serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat; 

d. dihapus; 

e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan 

Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati 

dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;  

f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika 

berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;  

g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah 

secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang 

bersangkutan mantan terpidana;  

h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap;  

i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat 

keterangan catatan kepolisian;  

j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;  

k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau 

secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan 

keuangan negara;  

l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap;  

m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;  

n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan 

dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, 

Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil 

Walikota;  

o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, 

atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota 

pada daerah yang sama; 
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p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil 

Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain 

sejak ditetapkan sebagai calon;  

q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat 

Walikota;  

r. dihapus;  

s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon 

peserta Pemilihan;  

t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara 

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai 

Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai 

pasangan calon peserta Pemilihan; dan 

u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha 

milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.” 

  

D. BATU UJI 
Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengujikan ketentuan a quo UU Pilkada 

yang dianggap bertentangan dengan ketentuan Alinea ke 4, Pasal 1 ayat (2), Pasal 

18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 

karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan 

konstitusional Pemohon. 

 

E. PERTIMBANGAN HUKUM 
Bahwa terhadap pengujian Pasal 7 ayat (2) UU Pilkada dalam permohonan a quo, 

Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut: 

 

a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 3 

Agustus 2020, yang diajukan oleh Lembaga Kemasyarakatan Paguyuban Warga 

Solo Peduli Pemilu (PWSPP) yang diwakili oleh Johan Syafaat Mahanani dan 

Almas Tsaqibbirru RE, A, dan perseorangan atas nama Tresno Subagyo, Johan 

Syafaat Mahanani, Almas Tsaqibbirru RE, A, yang berdasarkan Surat Kuasa 

Khusus bertanggal 30 Juli 2020 memberi kuasa kepada Arif Sahudi, S.H.,M.H., 

Sigit N. Sudibyanto, S.H.,M.H., Utomo Kurniawan, S.H., Dwi Nurdiansyah Santoso, 

S.H., Georgius Limart Siahaan, S.H., seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan 

Hukum pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA) yang 

beralamat di Jalan Solo-Baki Nomor 50, Kwarasan, Grogol, Sukoharjo, yang 

diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Agustus 2020 dan 

dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Agustus 

2020 dengan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 mengenai Pengujian Materiil Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

 

b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU 

MK), terhadap Permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 tersebut Mahkamah 

Konstitusi telah menerbitkan: 

1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 167/TAP.MK/2020 tentang 

Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 70/PUU-

XVIII/2020, bertanggal 19 Agustus 2020;  

2) Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 

169/TAP.MK/2020 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk 

memeriksa perkara Nomor 70/PUU-XVIII/2020, bertanggal 19 Agustus 

2020; 

 

c. bahwa sesuai dengan Pasal 34 UU MK Mahkamah telah melakukan 

Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan tersebut melalui Sidang 

Panel pada tanggal 8 September 2020 dan sesuai dengan Pasal 39 UU MK, Panel 

Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki 

permohonannya;   

 

d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima surat pencabutan permohonan 

dari para Pemohon Nomor 111/PBH-PEKA/IX/2020/Ska, bertanggal 17 

September 2020, yang diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 

September 2020 melalui surat elektronik (e-mail) dan surat fisiknya baru 

diterima pada tanggal 21 September 2020; 

 

e. bahwa pada Sidang Panel untuk memeriksa Perbaikan Permohonan pada 

tanggal 21 September 2020, Mahkamah mengonfirmasi mengenai surat 

pencabutan permohonan tersebut kepada para Pemohon dan kuasa para 

Pemohon membenarkan mengenai pencabutan permohonan tersebut; 

 

f. bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, 

Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon dapat menarik kembali 

Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi 

dilakukan” dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa penarikan kembali 

mengakibatkan Permohonan a quo tidak dapat diajukan kembali; 

 

g. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas, 

Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 22 September 2020 telah 
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menetapkan bahwa pencabutan atau penarikan kembali permohonan Nomor 

70/PUU-XVIII/2020 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak 

dapat mengajukan kembali permohonan a quo serta memerintahkan Panitera 

Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan 

para Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan 

salinan berkas permohonan kepada para Pemohon; 

 

F. KETETAPAN 

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;  

2. Menyatakan Permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 mengenai Permohonan 

Pengujian Materiil Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;  

3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan a quo; 

4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal 

penarikan kembali permohonan Nomor 70/PUU-XVIII/2020 dalam Buku 

Registrasi Perkara Konstitusi dan mengembalikan salinan berkas permohonan 

kepada para Pemohon; 

 

G. PENUTUP 

Bahwa dengan Ketetapan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan penarikan 

kembali permohonan kembali permohonan Pemohon, maka Pemohon tidak dapat 

mengajukan kembali permohonannya. 
 

 

 

 

 

PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG 

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI 

2020 

 
 

 
 


